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ABSTRACT 

 
This researh is labrary one about the dispute between the 

government Indonesia and PT. Indosat.  The results of the research are is 
that the other countries do not trust to the government of Indonesia about 
the illegal usage of the frequency 3G which receives te formal letter as 
there is no trust to Indonesia about the process of the law inforcement (G 
to G  atau government to government) which is owned by Qatar. It is now 
being processed in Great Court. This problem involed the the PT. Indosat 
and its group Indosat Mega Media (IM2).  The solution is based n the 
regulation of the invesment Number 25, 2007 on conflict solution. 

In the Artcle 32 or he regulation concered has been determined the 
ways of the conflict or dispute between the Governmnt of Indonesia an the 
Domistic investor a follows 1) Negotiation, Arbitrage, Alternative of 
conflict solution and court. The suggestions (1) The Governmnt of 
Indonesia ha to improve the investment climate; (2) To use the regulation 
of investmen Number 25 2007;  (3) To give the llimit of recommendation 
and to publish the realization of the rgulation concerned to guarentee the 
the supreme of law of the domistic regulation of regional government. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Keywords : Invesment, law, negotiation, suprme 
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I. PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN)  menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting 
bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan 
kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu 
komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran  modal  yang 
relatif  stabil dibandingkan dengan  aliran modal lainnya, misalnya 
investasi portofolio maupun  utang luar negeri.  Berbagai kebijakan telah 
di lakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan 
yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian 
yang ada saat ini, salah satu caranya yaitu dengan investasi  (penanaman 
modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor 
Asing. 

Menerima surat resmi dari negara lain (G to G  atau government to 
government) adalah salah satu  indikasi adanya ketidakpercayaan negara 
lain terhadap proses hukum yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. 
Indosat (yang mayoritas sahamnya dimiliki Qatar) saat ini 
sedang dikasuskan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait 
dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G yang melibatkan Indosat dan anak 
usahanya Indosat Mega Media (IM2). Sebuah tuduhan yang banyak 
dibantah oleh berbagai pihak. Bantahan paling keras dilakukan 
Masyarakat Telekomunikasi (MasTel) yang menyatakan bahwa 
penggunaan frekuensi Indosat oleh IM2 sama sekali tidak melanggar 
peraturan. 

Menkominfo Tifatul Sembiring juga telah mengirimkan surat ke 
Presiden SBY ditembuskan kepada Presiden SBY, Wakil Presiden 
Boediono, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terkait kasus yang membelit 
Indosat dan IM2. Dalam surat bernomor 
T684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut ditegaskan bahwa 
kerjasama Indosat dan IM2 terkait penyelanggaraan internet 3G di 
frekuensi 2,1 GHz tidak melanggar aturan. 

Padahal dalam Undang-undang Telekomunikasi No. 3/1999 Pasal 44 
dinyatakan masalah penyalahgunaan frekuensi diselidiki oleh PPNS 
Kemenkominfo. Sedangkan di Pasal 36 UU Kejaksaan juga ditegaskan, 
jaksa harus menghormati instansi lain dalam melaksanakan 
kewenangannya. 
      Bila antar lembaga pemerintah sendiri sudah tidak ada saling percaya 
terhadap lembaga pemerintah lainnya, ini preseden buruk bagi negara ini. 
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Wajar bila Qatar meragukan Indonesia mampu menangani kasus ini 
dengan baik. 
      Hingga kini, tidak jelas apa alasan Kejagung seolah memperlambat 
proses penanganan kasus IM2. Bahkan untuk tersangka-tersangka yang 
telah ditetapkan pun Kejagung masih merahasiakan bukti-bukti yang 
menunjukkan keterlibatan mereka dalam kasus ini. Jika bukti sudah ada, 
kenapa tidak langsung disidangkan agar jelas ‘bersalah atau tidak’-nya. 

Situasi ini jelas membuat industri telekomunikasi berada dalam 
ketidakpastian hukum. Jika IM2 & Indosat dinyatakan bersalah, maka 
seluruh penyedia layanan internet se-Indonesia juga bisa dinyatakan 
bersalah. Sebab kerjasama yang perusahaan-perusahaan ini lakukan untuk 
menjalankan bisnisnya sama persis dengan perjanjian bisnis antara Indosat 
dengan IM2. 

Jika diteruskan, efek jangka panjangnya adalah perusahaan- 
perusahaan asing tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. 

 
 

II. KERANGKA DASAR TEORI 
 

A. Pengertian Peranan 
Pengertian Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

peranan mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau 
bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2008:1173). 

Peranan menurut Ambarwati (2009:15), menunjukkan cakupan 
peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam 
suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, 
perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan 
termasuk Public Relation. 

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi 
suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan 
aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 
peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan 
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada 
peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana 
dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang 
mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 
hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 
diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 
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diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian 
prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau 
karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang 
barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. 
Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak 
sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan 12 untuk 
berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-
masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang 
harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha 
(2012:10). Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan 
buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan 
Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin 
dalam organisasi yaitu: 1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam 
peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai 
pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya 
berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga 
peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi 
ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:  
a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang 

dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap 
kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.  

b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan 
bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal 
dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya 
diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan 
mengendalikan.  

c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan 
melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan 
orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan 
informasi.  

 
Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational 

Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang 
unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas 
Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan 
informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut : 
a. Peran pemantau (Monitor) 

Peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan 
mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh 
atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :  
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1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa 
yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (external events), informasi 
jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya 
informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- 
pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai 
perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, 
yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.  

3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai 
berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat 
bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.  

4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran 
untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan yang 
tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau 
buah pikiran yang baru.  

5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang 
ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.  

 
b. Sebagai Disseminator 

Peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari 
informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.  
 

c. Sebagai juru bicara (Spokesman) 
Peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar 
lingkungan organisasinya.  
 

d. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role) 
dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan 
strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya.  
 

Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada 
hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan 
strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena : 
a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat 

untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru 
dalam organisasinya.  

b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas 
keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru 
dan nilai-nilai organisasi. 
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c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara 
terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas 
semuanya, Siswanto (2012 : 21).  
 

Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam 
pembuatan keputusan :  
1) Peranan sebagai entrepreneur, dalam peranan ini Mintzberg 

mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat 
atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang 
mungkin bisa digarap.  

2) Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), peranan 
ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi 
ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena 
gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.  

3) Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator), membagi 
sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini 
seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana 
sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari 
organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, 
waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.  

4) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk 
aktif berpatisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012 :12).  
 

Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai 
harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati 
kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan 
dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 
peranan itu ditentukan oleh norma- norma di dalam masyarakat. Dalam 
peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si 
pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang 
menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat 
tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan 
oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.  
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B. Gambaran Umum PT. Indosat 
  

Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai sebuah perusahaan 
penanaman modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan 
telekomunikasi internasional melalui satelit internasional. Seiringnya 
waktu Indosat berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi 
internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh Pemerintah 
Indonesia. Pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan publik yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange, 
Pemerintah Indonesia 65% dan publik 35%. 

Indosat Ooredoo (lengkapnya PT Indosat Tbk., sebelumnya bernama 
Indosat) adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan 
jaringan telekomunikasi di Indonesia.  Perusahaan ini menawarkan saluran 
komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra bayar 
maupun pascabayar dengan merek jual Matrix Ooredoo, Mentari Ooredoo 
dan IM3 Ooredo, jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi 
via suara untuk telepon tetap (fixed) termasuk sambungan langsung 
internasional IDD (International Direct Dialing). Indosat Ooredoo juga 
menyediakan layanan multimedia, internet dan komunikasi data (MIDI= 
Multimedia, Internet & Data Communication Services). 

Pada tahun 2011, Indosat Ooredoo menguasai 21% pangsa pasar.  
Pada tahun 2013, Indosat Ooredoo memiliki 58,5 juta pelanggan untuk 
telefon genggam.  Pada tahun 2015 Indosat Ooredoo mengalami kenaikan 
jumlah pelanggan sebesar 68,5 juta pelanggan dengan presentasi naik 
24,7%, dibandingkan periode tahun 2014 sebesar 54,9 juta pengguna. 

Pada bulan Februari 2013 perusahaan telekomunikasi Qatar yang 
sebelumnya bernama Qtel dan menguasai 65 persen saham Indosat 
berubah nama menjadi Ooredoo dan berencana mengganti seluruh 
perusahaan miliknya atau di bawah kendalinya yang berada di Timur 
Tengah, Afrika dan Asia Tenggara dengan nama Ooredoo pada tahun 
2013 atau 2014. Dua tahun kemudian, pada tanggal 19 November 2015 
Indosat akhirnya mengubah identitas dan logonya dengan nama Indosat 
Ooredoo. 

Salah satu masalah yang mengganjal dari kepemimpinan Megawati 
Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI adalah penjualan raksasa 
telekomunikasi milik negara kala itu, Indosat.  Menurut Ibu Megawati 
Soekarno Putri sendiri, Indosat dijual dengan alasan untuk menutupi 
kekurangan APBN juga untuk menarik minat para Investor masuk ke 
dalam Negeri, Indonesia sendiri pada saat itu sedang terjadi Krisis Hebat 
mulai tahun 1998. 

Pejualan aset negara ini mendapat hujatan, namun jika 
dipertimbangkan, penjualan ini juga kita sendiri yang menikmati, mungkin 
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saja jika Indosat tidak dijual Indonesia belum bisa keluar dari Krisis 
berkepanjangan.  Megawati juga menyebut penjualan Indosat merupakan 
pilihan sulit. Namun, katanya, penjualan Indosat mampu menyelamatkan 
Indonesia dari krisis. “Berkat Indosat dan lainnya, kita capai target APBN, 
dasar ekonomi membaik, produksi tani yg dapat jadi bahan barter dengan 
negara lain. Karena kita tidak punya uang ketika itu. Jangan lupakan krisis 
yang teramat parah, NKRI sangat terancam seperti Yugoslavia.” 
Ibarat begini, seorang ibu memiliki anak yang baru masuk sekolah, namun 
kekurangan biaya untuk membiayainya,tapi si Ibu memiliki Tanah atau 
perhiasan atau barang yang bisa dijual,tentu si Ibu akan menjual barang 
tersebut demi melanjutkan Cita-cita anaknya. Sebenarnya apapun 
alasannya tidak penting lagi untuk dipermasalahkan, anggap saja itu 
adalah kesalahan masa lalu yang harus diperbaiki,tugas kita dan 
pemerintah sekarang adalah bagaimana agar satelit ini bisa kembali ke 
Indonesia, atau setidaknya Indonesia memiliki Satelit baru yang sama atau 
lebih canggih dari Indosat. Bukannya saling menghujat, bukankah 
demikian? 

 
C. Pengertian Hukum Penanaman Modal 
 
Pengertian Penanaman Modal 

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang 
dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa 
perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih 
popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih 
banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.   Investasi berasal 
dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam 
uang  (Andreas Halim, 2003). 

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah 
yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa 
perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih 
popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih 
banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada 
dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama 
sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable (Supanca, 
IBR, 2006). 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk 
kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri 
maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 
Negara Republik Indonesia. 
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Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah 
penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing 
maupun domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk 
investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari 
kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu: 
1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk 

mempertahankan modal. 
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat 

kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang 
bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba. 

3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi 
domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, 
sedangkan investasi domestic adalah investasi yang bersumber dari 
pembiayaan dalam negeri. 

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada 
kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang 
ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat 
Indonesia. 

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) 
dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang 
bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik 
adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi 
ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan 
tujuannya untuk memperoleh keuntungan. 

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal melaui 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
penanaman modal.  Dalam Bab Iii Kebijakan Dasar Penanaman Modal 
Pasal 4 berbunyi : 
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: 

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi 
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian 
nasional; dan 

b. mempercepat peningkatan penanaman modal. 
(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah: 
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri 

dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan 
kepentingan nasional; 

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan 
berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan 
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sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan 
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. 

 
III.  PEMBAHASAN 

 
Sebagaimana tercantum pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman modal, perusahaan dalam negeri yang 
akan melakukan kegiatan penanaman modal diperkenankan untuk memilih 
bentuk perusahaan yang dianggap lebih cocok, untuk perusahaan 
penanaman modal asing wajib diwujudkan dalam bentuk perseroan 
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan harus berkedudukan di dalam 
wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, penanaman modal asing 
diwajibkan untuk menjaga agar selama kegiatan penanaman modal masih 
berlangsung, bentuk badan usahanya tetap dapat mengikuti aturan yang 
dicantumkan pada Undang-Undang tersebut. 

Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 10 ayat 1 menyatakan 
perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Ayat 2 pasal 
ini menyebutkan perusahaan penanaman modal berhak menggunakan 
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya pasal 10 ayat 3 menetapkan bahwa perusahaan 
penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga 
negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Ayat 4 menjelaskan perusahaan 
penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan 
menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga 
kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Hal yang relatif baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 yang tidak dimuat secara eksplisit pada Undang-Undang 
sebelumnya adalah mengenai kewajiban untuk melaksanakan tanggung 
jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sebagaimana 
tertulis pada pasal 15 huruf b dari Undang-Undang tersebut. Bagian 
penjelasan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan 
bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang 
melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 
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menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas, juga diatur tentang tanggung jawab sosial seperti ditentukan 
dalam pasal 74 disebutkan bahwa : 
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. 

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
Penjelasan pasal 74 ayat (3) di atas bahwa yang dimaksud “dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah 
dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih 
mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup 
tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling kurang sampai sekarang ada 
empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa 
yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.  

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial 
yang berguna bagikepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk 
dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan 
untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk 
membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi 
tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud 
dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi 
masyarakat. 

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk 
mengelola sumberdaya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan 
mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula sampai 
tingkat tertentu masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional 
bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan 
tersebut. Karena itu keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap 
masyarakat. 



Peranan Hukum Penanaman Modal …… Deasy Fitriyana dan Florentinus Sudiran 
 

88 

Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan 
sosial, perusahaanmemperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak 
melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan 
kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, 
perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap 
masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai 
merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu. 

Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin 
hubungan sosialyang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian 
perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat 
tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki 
perusahaan tersebut dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang 
lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis juga 
akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi 
kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut. 

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang 
timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor 
domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan empat cara dalam penyelesaian 
sengketa dalam penanaman modal. Keempat cara itu, antara lain: 
1. Musyawarah dan mufakat; 
2. Arbitrase; 
3. Alternatif penyelesaian sengketa; dan 
4. Pengadilan. 
 

Undang – undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal 
Asing menyebutkan bahwa : “Pengertian penanaman modal dalam undang 
– undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung 
yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-
undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di 
Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung 
menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”. 

Dalam Undang - Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang 
nomor 12 tahun 1970  tentang  Penanaman Modal  Dalam  Negeri 
(PMDN),  disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada Pasal 
1 yaitu sebagai berikut : 

Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian 
dari kekayaan masyarakat  Indonesia termasuk  hak-hak dan  benda-benda, 
baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di 
Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna  menjalankan suatu usaha 
sepanjang modal  tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2  
UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. 
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Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam 
ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang 
didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam 
Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang- Undang ini 
dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” ialah penggunaan daripada 
kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak 
langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan 
ketentuanketentuan Undang-Undang ini. 
 
 

IV. PENUTUP 
 

A.  Kesimpulan 
1. Penyelesaian sengketa penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah 
dengan investor asing dan; 2) Penyelesaian sengketa penanaman 
modal antara pemerintah dengan investor Domestik; 

2. Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penanaman modal di 
Indonesia. Salah satunya adalah kasus PT.Indosat. dan jika dilihat 
dari sebagian besar kasus yang ada, maka permasalahan dalam 
bidang penanaman modal adalah karena kurangnya kepastian 
hukum bagi para investor, khususnya investor asing di Indonesia. 

 
B.  Saran 

1. Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera memperbaiki iklim 
investasi. Untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, pemerintah 
perlu melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain segera 
menerbitkan undang-undang investasi yang baru, menetapkan 
batas waktu pemberian perizinan investasi, dan menerbitkan 
peraturan pelaksanaan undang-undang Pemerintahan Daerah yang 
dapat menjamin kepastian hukum. 

2. Yang kedua membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal 
penegakan hukum. 
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